GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 87 TAHUN 2010
TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)

Menimbang

Mengingat

. a.

1.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Keria Sekretariat Komisi Penviaran Indonesia Daerah (KPIM
Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya

perlu disusun uraian tugas dan fungsi Sekretariat Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Provinsi Sumatera Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tfentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
1814);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.



3. Gubemnur adalah Gubemur Sumatera Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID
adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

6. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan adalah Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB H
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat KPID
Pasal 2

Sekretaris KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada KPID.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Sekretaris KPID mempunyai fungsi :

a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program
serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;

b. pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan
penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;

c. pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan
antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi
monitoring siaran;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris KPID
dalam memberikan pelayanan administratif kepada Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID).

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Sekretariat KPID;

b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat KPID;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pelaksanaan harian
KPID;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Standarisasi dan Perizinan
Pasal 6

Subbagian Standarisasi dan Perizinan mempunyai tugas memberikan

pelayanan administratif di bidang standarisasi dan perizinan KPID.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Subbagian Standarisasi dan Perizinan mempunyai fungsi :

a. penyediaan fasilitasi program KPID dalam bidang standarisasi dan
perizinan;

b. penyediaan fasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis di bidang
standarisasi dan perizinan;

c. penyediaan fasilitasi evaluasi dengar pendapat di bidang
standarisasi dan perizinan dengan lembaga penyiaran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat
Subbagian Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 8

Subbagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif bidang Pembinaan dan
Pengawasan kepada KPID.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Subbagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. penyediaan bantuan pelaksanaan kegiatan pembinaan isi siaran
televisi dan radio;

b. penyediaan fasilitasi, monitoring isi siaran televisi dan radio;

c. penyediaan pengaduan melalui sms online, telepon, surat dan e-
mail;

d. penyediaan fasilitasi pemberian peringatan dan teguran kepada
lembaga penyiaran terkait pelanggaran terhadap undang-undang
peryidardarnn ddan Fedoman Peniaku  Penyiaran (F3) 1 Stanoar
Program Siaran (SPS);

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Subbagian Komunikasi dan Kelembagaan
Pasal 10

Subbagian Komunikasi dan Kelembagaan mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif kepada Komisioner di bidang

komunikasi dan kelembagaan KPID.
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Subbagian Komunikasi dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyediaan fasilitasi kegiatan sosialisasi KPID;

b. penyediaan fasilitasi pelaksanaan program  penguatan
kelembagaan KPID, kemitraan dan kerjasama lembaga;



c. pembantuan pelaksanaan media literasi kepada masyarakat
tentang siaran yang sehat dan cerdas;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh

Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Nopember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN -
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 16 SERID

KPID-2010



